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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 40

ayat (7), Pasal 42 ayat (3), Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57 ayat

(3), dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk

oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan negara yang dibantu menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

5. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat

SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang

menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah

terdaftar pada administrasi pemerintahan.

6. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah

peraturan dasar Ormas.
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7. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART

adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD

Ormas.

8. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan

kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan

menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat

tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel,

dan profesional.

9. Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan

yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan

teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara

terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen

pelayanan publik dan tertib administrasi.

10. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk

menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan

tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

11. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa internal

Ormas yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah untuk memperoleh kesepakatan atas permintaan

para pihak yang bersengketa.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.

13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia

atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

Pasal 3

(1) Ormas dapat berbentuk:

a. badan hukum; atau

b. tidak berbadan hukum.

(2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dapat berbentuk perkumpulan atau

yayasan.

www.peraturan.go.id



2016, No.261 -4-

Pasal 4

(1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b dapat memiliki struktur

kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.

(2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.

BAB II

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah

mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia.

(2) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Dalam hal Ormas telah mendapat pengesahan badan

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

memerlukan SKT.

Pasal 6

Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah

mendapatkan SKT.

Pasal 7

SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh

Menteri.

Pasal 8

(1) Pendaftaran Ormas yang memiliki struktur

kepengurusan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pengurus Ormas di
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tingkat pusat.

(2) Pengurus Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah

kepada Pemerintah Daerah setempat dengan

melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.

Pasal 9

Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus

Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah

kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan

surat keputusan pengesahan status badan hukum dan

susunan kepengurusan di daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 10

(1) Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara

tertulis kepada Menteri melalui unit layanan

administrasi.

(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat disampaikan melalui gubernur atau

bupati/walikota pada unit layanan administrasi di

provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan

pengurus Ormas.

(4) Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan

tetap, permohonan pendaftaran Ormas dapat diajukan

dan ditandatangani oleh pengurus Ormas.

Pasal 11

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 harus dilampiri:

a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang

memuat AD atau AD dan ART;
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